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TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuar Pasal 20 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentaog Pedoman Pembentukan dan Klasihkasi Cabang
Dinas dal Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan
Orgalisasi dan Tata Keia Unit Pelaksana Teknis Satuan
Pendidikan Nonforma.l Sanggar Kegiatan Belajar pada
Dinas Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerai Tingkat I1 di Sulawesi
(Iembararl Negara Republik lndonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang /
Pembentukan Peratural Perundang-undangan /
(l-embaran Negara Republik lndonesia "fah:un 2ol(/
Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahrun 2014 tent4.ng Aparatu-r
Sipil Negara (l.€mbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahal Lembarar Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali teral<hir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (trmbaran Negaia Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perargkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan klasihkasi Cabang
Dinas dalr Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anat Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang P€tunjuk
Teknis Satuan Pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan
Belajar;

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan darr Susunan
Perangkat Daerah (l,embaian Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2016 Nomor 1O);

MEMUTUSKAN :

BAB I
KSTEITTUAIT I'ItrIIM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

5
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Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN /
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIq','
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN
BEI.AJAR PADA DINAS PENDIDIKAN

1. Daerah adalah Kabupaten TanaToraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan bidalg
pemerintahan yang menjadi kewenangan daeiah otonom.

3. Bupati adalah Bupati TanaToraja.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupali Tana Toraja.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikal Kabupaten Tana Toraja.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selaijutnya disingkat SKB merupal<an

kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program-
pendidikan nonformal. 4

9. Unit Pelalsana Tekqis Satuan pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan
Belajar yang selanjutnya disebut UpT adalah organisasi yang
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melalsanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang pada Dinas Pendidikan.

I0. Kepala UPT adalal Kepala UPf Satuar Pendidikan Nonformal Sanggar
Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan.

I 1. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

12. F\ngsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

13. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
PE BENTT'KAN DAN XEDT'DUKAIT

Pasql 2

(1) Dengan Peraturart Bupati ini, dibcntuk UPI Satuan Pendidikan

Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikar.

(2) UPf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh xeOala UYI /.
Satuan Pendidikan Nonformal SKB, yang merupakan jabatar fungsional'
guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tarnbahan'

{3) Kepala UPI sebagaimana dimaksud Pada ayat (2), secara teknis

administratif bertanggungiawab kepada Kepala Dinas'

BAB III
SUBI'NAII ORGAI{ISASI

Pa..l 3

(1) Susunan Organisasi UPI Satuan Pendidikan Nonformal SKB, terdiri

atas:

a. Kepala UPI;

b- Urusan Tata Usaha:

c. Wakil Kepala Bidang Pembetajaran, Bidang Pembinaan' dan Bidang

Pengabdian; aL
d. Jabatan Fungsional; dan

e. Dewan Penyantun.

(2) Bagan Susunan organisasi UPf Satuan Pendidikan Nonformal SKB

seb;gaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang

merupakan bagian yang tidak t€rpisahkan dari Peraturan Bupati ini'
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BA.B IV

TUGAS, FUITGSI, DAN I'RAIAI{ TUGAS

Bqgia! Ke8atu

Tugae, Fuagat daa Uraian Tugas Kcpala IrPT

Pas8l 4

(1) Kepala UPT Satuan Pendidikan Nonformal SKB mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan teknis pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar;

(2) Kepala UPf Satuar Pendidikan norrformal SKB dalam melaksana.kan

tugas sebaga.imara dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. pelaksanaar kebijakan teknis pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar;

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan

Sanggar Kegiatan Belajar;
c. pela-ksarlaart administrasi SKB; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait
tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan SKB sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan SKB untuk mengetahui perkembangart

tugas;
d. menlrusun rancangan' mengoreksi, memaraf dan /atau

menandatangani naskah dinas;

e, mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merumuskan dan melaksanakal kebijakan program, keuangan'

umum, perleogkapan, kepegawaian, dalam lingkungan SKB;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan

Sanggar Kegiatan Belajar;

h. mengoordinasikal dan melaksa-nakan pembinaan teknis pengelolaan

Sanggar Kegiatan Belajar;

i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;

j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan betajar

mengajar;
k. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait p€laksananDadministrasi dan proses kegiatan bclajar mengajar;

l. mengoordinasikan pelaksalaan pengawasan

administrasi dajr proses kegiatan belajar mengajar;

m. mengoordinasikan dan melaksanakan Program
Pendidikal Masyarakat berdasarkan ketentuan
perundang-undangal;

penyelenggaraan

PAUD dan
peraturan

n mcngoordinasikal dan menata administrasi ketatausahaan'

kerumahtanggaar:r, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum'

serta saiana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan
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o. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler;
p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kedasama dengan instansi

terkait dan masyarakat;
q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaa! kegiatan dan

bimbingan diluar jam sekolah;

r, mengoordinasikan da'r melal<sanakal pemantauaD, pengendaliart

dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajan;

s. melaksalakal koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi SKB;

t. menilai kineda Pegawai Aparatui Sipil Negara sesua'i ketentualr

Peraturan Perundang-undangan;

u. men)rusutl laporan hasil pelaksanaa! tugas Kepala UPI SatuaJl

Pendidikan Nonformal SKB dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan pemmusan kebijakan; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

dan/ atau

Brgi.! Kcdus

Tuga! da! Uratrr Tugr. IlcPdr Urutar Trts Usah!

Pasd 5

(1) Urusan Tata usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang

mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam rnengoordinasikart dan

melaksanakan pelaya-nan teknis dan administrasi penlrusunan progiarn'

pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPf'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. men)rusun rencana kegiatan Urusan Tata Us$a sebagai pedoman

dalam Pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi Petunjuk pelaksanaan tugas; /
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksalaan tuZas ddamf,'

lingkungan Urusan Tata Usaha untuk mengetahui perkembangarl

pelaksanaan tugas;

menlrusun rancangan, mengoreksi, memaraf

menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

d

e

f

e.

h

melakukan koordinasi petaksanaan kegiatan dalan lingkungan

sehingga terrtrTrjud koordinasi, sinkronisasi dan inte

pcla-ksanaan kegiatan;

SKB*w
melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyrsunan

program SKB;

mengoordinasikan dan melakukan pengotahan dan penyajiar data

dan informasi;
mengoordinasikan dan melakukan pelayaran administrasi umum;

mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan

hukum;



6

Bagiaa Ketiga
Tugas d.rn Uraia! Tugar Waldl Kcpala BidaDg PeEbelajaran, Bidang

Pctabluaan &a Bidarg Pc ngabdiaatr

pasd 6

(1) Wakil Kepala Bidang Pembelajarar, Pembinaan dan Pengabdian /
sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh /-
Wakil Kepala Bidang Pembelajaran, Pembinaan dan Pengabdian/
mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam mengoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Satuan Pendidikan nonformal SKB;

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi :

a. mengoordinasikan kegiatar pembelajaran, pembinaan dafi
pengaMian masyarakat;

b. mengoordinasi administrasi data dan informasi pelaksalaan
pernbelajaran, pembinaar, dai pengabdian;

c. melakukan kerja sarna dengan pemangku kepentingan dalam
mendukung pelaksanaan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdial
masyarakat;

d. mengoordinasikan pengadaan serta pengelolaan data dan informasr^
terkait dengan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian: ry

e. memberikan bimbingan kepada para pamong belajar dalam
melaksanakan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian
masyarakat.

k, mengoordinasikan dan melakukan pelayalan administrasi
keuangan;

l. mengoordinasikan dan metakukan pelayanan ketatausahaan;
m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi

dan tatalaksana;
n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan bidang

kerumahtanggaan;
o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah

dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi;

q. menilai kinerja Apaiatur Sipit Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

r. menlrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasaa sebagai bahaa
perumusan kebtakar; dan

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
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Bagian Keempat

Tugas dan Unian Tugas DeeaE penyantuD

Pasal 7
(1) Dewan penyantun sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf e

adalah sebagai pa-rtner Sanggar Kegiatan Belajar dalam meralcang,
melaksarakal dart tindak lanjut.

(2) Fungsi dewan penyantun sebagaimana dimaksud
diuraikal sebagai berikut :

a membantu mencari peluaag-peluang bagi program di Upl Satuan
Pendidikan Nonformal SKB;

b memberikai dukungan akses dan jejaring bagi program Upf Satuan
Pendidikan Nonformal SKB;

c membantu UPI Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam upaya
memperoleh dukungan pendanaan, saiana prasarana, dan tenaga
pendidik;

d memberikal saran, arahan, dal pembinaan untuk melalsanakan
tugas dan fungsi UPI Satuan Pendidikan Nonformal SKB sekaligus
meningkatkar peran SKB;

e memberikan pendampingan bagi UpT Satuan pendidikan Nonformal
SKB dalam melaksanakan tugas; dan

f memberikan solusi apabila UPI Satuan pendidikan Nonformal SKB
menghadapi pe.masalahan dalam melaksanal<an tugas.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAI,

Pasal 8

BAA VI
KEPEGAWAIAI{ DAIT JAAATAN

Bagla! Kesatu

Kepegawaian

Pasal 9

(1) Pengargkatan, pemberhenlian pejabat dan pegawai Upl Satuan
Pendidikan Nonformal SKB dilaksanal<an sesuai dengan ketentuan
peratu.an perundang-undangan.

pada ayat (1),

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud datam pasal S avat 0)1huruf d adala.l. jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkarf
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UpT dilaksaiakan berdasarkan
hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan
perundang-undargan. /9-
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{2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
harus memenuhi standal kompetensi sesuai dengan bidang
Pe merin tahan yang ditangani.

Bagiaa Kedua

Jabata!
Pasal 1()

Kepala UPI Satuan Pendidikan Nonformal SKB, Urusan Tata Usaha, Wakil
Kepala Bidang Pembelajaran, Bidang Pembinaan dan Bidang pengabdian
serta Jabatan fungsional merupakal jabatan fungsional guru/pamong
belajar sesuai dengar ketentual peratural perundang-undalgan.

BAB \III
TATA XER.'A

Pasd 1f

(1) Kepala UPT Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam melaksanakan
tugas mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan
yang dipimpinnya.

(2) Kepala UPf Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam melaksanakan
sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

(3) Kepala UPI Satuan Pendidikan Nonformal SKB bertanggungiawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahal dan memberikart
pengarahan serta p€tunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(a) Kepala UPT Satuan Pendidikan Nonforma.l SKB dalam melaksanal<an
tugas melakukan pembinaan dal pengawasan terhadap satuan
organisasi di bawahnya.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tana
Toraja Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentarrg Pembentukan Organisasi dan Tata
Keda Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Betajar (SKB) pada

BAB VIu
PEIBIAYAAIT

Pas.l 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPI Satuan Pendidikan Nonformal
SKB Sanggar Kegiatan Belajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuar peraturan perundang-undangal. 

4-

BAB D(

TETEIITUAI{ PEI{UTT'P

Pasd 13
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Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012
Nomor O2), dicabut da! dinyatal<an tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten
TanaToraja.

Ditetapkan di Makale
tanggal 28 Des emb er 2o1?

AJYA ToRAJA, fL

BIRINGKANA.E

Diundangkan di Makale
pada tanggal 28 !€seobe! 2ol?

BERITA

DAERAH XAAI'PATEIT TAITA TORAJA,

BURA

H KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR ]1

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berLaku pada tanggal diundangkan.
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I.AMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORA"IA
NOMOR : 31 t.AHUN 201?
TANGGAI- : 28 IESEYBER 201?
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEI-{KSANA

TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAI SANGGAR KEGIATAN
BEI.AJAR PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENIDIKAN NONFORMAL SANGGAR

KEGIATAN BEI.AJAR PADA DINAS PENDIDIKAN

r,nl^roF'Ar^,/y .

DEWAN
PENYANTUN

KEPAI.A UPT

URUSAN
TATA USAHA

WAKIL KEPAI.A BIDANG
PEMBEI.A.IARAN, BIDANG
PEMBINAAN DAN BIDANG

PENGABDIAN

JABATAN FUNCSIONAL

PAMONC BELAJAR

AI EA)


